
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

Parundang-undangan Pera tu ran Pembentukan 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2003 tentang 

Pernbentukan Bornbana, Kabupaten Wakatobi dan 
Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 144 Tahun 2003, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4339); 

3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 ten tang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Pernbagian dan Penetapan Rincian 

Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kolaka Utara Tahun 

Anggaran 2023. 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR t TAHUN 2023 

BUPATI KOLAKA UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



Nomor 143, Tambahan lcmbaran Negara Republik 
lndon sia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tarnbahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2020 Nomor 244, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

PCT ur n Perund ng-Undangan 

Republik Indonesia Tahun 2022 

m ntuk n 

(Lem n N 

13 Tahun 2022 ten ng Perubah n Kedua ates 
Und -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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D n Desa y ng B rsumber dari Anggaran Pendapatan 

dan B lanj Negara [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 NomoT 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua .Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersurnber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

[Lernbaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 57, 

Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 12 
Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 6041); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 

tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri 

dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri 
Nornor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nornor 157); 

10. Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten 

Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka 

Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 5); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka 

Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 

selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara. 

5. Sadan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 

adalah Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka 

Utara. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP 
DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 
2023. 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Bup ti Kolaka Utara Nomor 54 Tahun 2019 

tcntang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabup ten Kohut Utara Tahun 2019 Nomor 54)~ 

13. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Daftar Kewenagan Desa Berdasarkan Hak 

Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
Kabupaten Kolaka Utara (Serita Daerah Kabupaten 

Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 3); 

14. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 72 Tahun 2022 

tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 

2023 (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 

2022 Nomor 72); 
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Menetapkan 



B laaja Dacrah Kabupaten Kolaka Utara. 

7. Pcndapatan Daerah adalah Hale Pemerintah Daerah yang 

di kui acbagai pcnambah nilai kckayaan beraih dalam 
periode tahun yang bersangkutan. 

8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. 
9. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah 

pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima 

secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

10. Desa adalah Oesa dan Desa Adat atau yang clisebut 

dengan narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/ atau hak tradisional yang cliakui dan dihormati 

dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis. 

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama BPD. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
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oleh Pemerintah De a dan BPD serta ditetapkan dalarn 

Peraturan Desa. 
15. Pend p tan Desa dalah Hak Pcmcrintah Desa yang 

bersumber dari kekayaan de a dan sumber pendapatan 

lainnya yang ditetapkan dalarn peraturan Perundang­ 
undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka 
pelaksanaan kewajiban pemerintah Oesa. 

16. Keuangan Oesa adalah semua hale dan kewajiban dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

Desa tersebut. 
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 

dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD 

yang diberikan kepada setiap Desa dengan 

memperhatikan kebutuhan siltap masing-masing desa. 

19. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah 

ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap 

desa menggunakan rumus perhitungan dengan 
mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk 

miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan 

geografis. 

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 

Desa. 
21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat, PPKD, adalah perangkat Desa yang 

melaksanalcan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 

keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian 

kekuasaan PKPKD. 
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JI 

masyarakat; dan 
e. Meningkatkan kemandirian Desa. 

gotong-royong swadaya 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa sesuai kewenangannya; 

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan 

Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi 
Desa; 

c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, 
kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi 

masyarakat Desa; 
d. Mendorong peningkatan 

penyelenggaraan pelaksanaan a. Meningkatkan 
Tujuan Pengalokasian ADD meliputi: 

Pasal 3 

P raturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan 

pembagian dan penggunaan rincian Alokasi Dana Desa 
untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 

Anggaran 2023. 

Pasal 2 

22. kretari D adalah perengkat Desa yang 

berkedudukan e b gai unsur pimpinen ekretariat De a 

y n mcnj lank n tugae scbagai koordinator PPKD. 
23. KepaJa Uru an, yang elenjutnya disebut Kaur, adalah 

perangkat Oesa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 

24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPKO. 



(I) Pagu ADD Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan sebesar 

Rp.57.221.420.200,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus 

Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Dua 

Ratus Rupiah,-) 

(2) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan secara Proporsional dan berkeadilan kepada 
setiap Desa dengan memperhatikan: 

Pasal 6 

BAB III 
PENETAPAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN PAGU ADD 

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan 
paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Sumber Dana ADD 

(1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang 

ditetapkan dalam APBDesa. 

(2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara 

terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa melalui 

lembaga kemasyarakatan. 

(3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan 

hukum. 

(4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, 

efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran. 

Pasa.1 4 

Bagian Kesatu 
Prinsip Pengelolaan ADD 

BAB II 
PRINSIP PENOELOLAAN DAN SUMBER DANA 
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(1) AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, 

dibagi secara proporsional kepada masing-masing Desa 

yang dihitung dengan mempertimbangkan jurnlah 

penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah 

Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan 
prosentase bobot nilai sebagai berikut: 

a. Jumlah penduduk Desa sebesar 10 % (dua puluh lima 
perseratus); 

b. Angka kemiskinan Desa sebesar 40 % (tiga puluh lima 
perseratus); 

c. Luas wilayah Desa sebesar 10 % (sepuluh perseratus); 

dan 
d. Tingkat kesulitan geografis Desa sebesar 40 % (Empat 

puluh perseratus). 
(2) Rasio jumlah penduduk Desa (Zl}, angka kemiskinan 

Desa (Z2), luas wilayah Desa (Z3), tingkat kesulitan 

geogra.fis Desa (Z4), dari masing-masing bobot nilai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

Kebutuhan Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2) huruf a, dibagi untuk setiap Desa berdasarkan jumlah 

aparatur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, BPD, Iman Desa 

dan Linmas. 

Pasal 7 

ADD setiap Desa = AD + AF 

a. Kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa 

(AD); dan 
b. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan DCM, 

Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis 

Desa (AF). 
(3) Pagu ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD 

dan AF masing-masing Desa. 
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ADD digunakan untuk membiayai: 
a. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. Belanja lainnya yang terdiri dari: 

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan 

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 
Urn um 

BAB IV 
PENGGUNMN ADD 

Besaran ADD untuk masing-masing Desa di Kabupaten 

Kolaka Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 9 

(3) Besaran AF untuk masing-masing Desa adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

AF setiap Desa = [(0, 10xZl)+(0,40xZ2)+(0,20xZ3)+(0,30xZ4)] 

. Rasio Z 1 • Jumlah Penduduk Desa 
Jumlah Penduduk Dess se Kabupaten 

b. Ra io Z2 • Jumlah Penduduk Miskin Desa 
Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kabupatcn 

c. Rasio Z3 = Jurnlah Luas Wilayah Desa 
Jumlah Luas Wilayah Desa se Kabupaten 

d. Rasio Z4 = Rasio IKG Desa 
Rasio IKG Kabupaten 
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Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 

d. lnsentif Linmas Paling Sedikit Rp.450.000,00 (Empat 
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan 

e. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Dasa dan Perangkat Desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

sebesar BPD b. Tunjangan Kedudukan Anggota 
Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); 

c. lnsetif Imam Desa Paling Sedikit Rp.650.000,00 (Enam 

ADD selain digunakan untuk membayar Siltap Kepala Desa 
dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
juga digunakan untuk membayar: 

a. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD sebesar 
Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu 
Rupiah); 

Pasal 12 

( 1) Biaya Sil tap Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan 

dengan ketentuan: 
a. Besaran Siltap Kepala Desa paling sedikit Rp. 

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 

b. Besaran Siltap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 

2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu 

rupiah); dan 
c. Besaran Siltap Kasi, Kaur dan Kepala Dusun paling 

sedikit Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu 

rupiah). 
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

masing-rnasing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa. 

PasaJ 11 

Bagian Kedua 
Pcngha ilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
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• 

(1) Jarninan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e tediri dari: 
a. BPJS Ketenagakerjaan Sebesar Rp. 10.800,- 

/Perangkat/Bulan yang dibebankan dalam APB Desa; 
dan 

b. BPJS Kesehatan dengan rincian: 

1) 4 % (em pat perseratus) ditanggung oleh pemberi kerja; 
dan 

2) I % ( satu perseratus) ditanggung oleh masing-masing 
peserta. 

(2) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berkewajiban 

melakukan pembayaran/penyetoran iuaran jarninan 

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

dan h uruf b bagian 2). 

Pasal 15 

( 1) Sil tap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan 

dan lnsentif Aparatur Desa Lainnya dibayarkan paling 

lambat minggu ke 4 (empat) setiap Bulannya oleh Kaur 

Keuangan selaku Bendahara Desa. 

(2) Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta 

Tunjangan dan lnsentif Aparatur Desa lainnya diluar 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan 

Pasal 12, harus mendapat persetujuan dari Bupati. 

Pasal 14 

lnsentif Imam Desa dan Insentif Linmas sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 12 huruf c dan huruf d dapat 

dibayarkan melalui sember pendapatan lainnya di Desa 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 13 
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( 1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap melalui 
pemindah bukuan/ transfer dari rekening Kas Daerah ke 
Rekening Kas Desa. 

(2) Pemindah bukuan/transfer sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. Tahap I, sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus) dan 

dilakukan paling cepat Bulan Januari serta Paling 
Lambat Bulan Mei; 

b. Tahap II, sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus) dan 

dilakukan paling cepat Bulan Mei serta Paling Lambat 
Bulan Oktober; 

c. Tahap Ill, sebesar 20 % (Dua Puluh Perseratus) dan 
dilakukan paling cepat Bulan Oktober serta paling 

Lambat tanggal 25 Bulan Desember. 

(3) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang 

pennohonan persetujuan penyaluran ADD dalam 1 (satu) 

Pasal 17 

BABV 
MEKANISME PENY ALURAN ADD 

(1). hon rarium PKO dibayarkan melalui Atoka i Dana 

(ADD) dengan berpedoman p da Peraturan Bupati 

t ntang Standar Biaya Umum. 

(2). Honor/Upah pungut Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) 

ebesar: 
- PBB yang berjumlah 1 (satu) juta sampai dengan 10 

(s puluh) juta rupiah, upah pungut sebesar 10% 

( puluh p rseratus) dari jumlah Pajak Bumi dan 

B gunan;dan 
- PBS yang berjumlah 10 (sepuluh) juta rupiah keatas 

upah pungut sebesar 15% (lima belas perseratus) dari 

jumlah Pajak Bumi dan Bangunan. 

P 16 

B i n Ketig 
Belanj Lainnya 
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Pada setiap tahapan penyaluran ADD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilengkapi dengan 
dokumen persyaratan sebagai berikut: 
a. Tahap I beru.pa: 

1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan; 

2. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 

Berjalan dengan Format Excel sebagaimana terdapat 
pada lampiran II; dan 

3. Laporan Data lnventarisasi Aset Desa sampai dengan 
Tahun sebelurnnya (format Sipades). 

b. Tahap II berupa: 

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 

ADD tahap I menunjukkan rata-rata Realisasi dan 
Capaian paling rendah sebesar 75% (Tujuh Puluh 
Lima Perseratus); 

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 
Tahun Sebelumnya; dan 

3. Surat Pertanggungjawaban APB Desa Semester II 

Tahun sebelumnya dalam bentuk Soft File (PDF). 
c. Tahap III berupa: 

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 

ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata 

Realisasi dan Capaian paling rendah sebesar 90% 

Pasal 18 

tahun anggaran dengan melarnpirkan: 
. B saran pagu ADD e-kabupaten; 

b. Nam De pcncrim ADD sc-kabupaten; 
c. Nomor rekening kas Desa se-kabupaten; 
d. B saran Pagu ADD Tahap I, Tahap II, dan Tahap III 

pada masing-masing Desa Se-Kabupaten yang akan 
disalurkan setiap tahapan. 

(4) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat 

nota dinas kepada BKAD tentang permintaan penyaluran 

ADD setiap tahap kepada Desa-Desa penerima ADD. 
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(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat 
dikenakan sanksi administratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

Pasal 21 

BAB VU 
SANKSI ADMINISTRATIF 

(1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 19 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai 

dengan Juni disarnpaikan paling lambat minggu kedua 
bulan Juli; dan 

b. Laporan Semester II untuk laporan bulan Juli sampai 
dengan Desember disampaikan paling lambat bulan ketiga 
tahun berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Bupati Cq. Dinas PMD melalui Camat. 

PasaJ 20 

( 1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan 

Pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam 

pertanggungjawaban APB Desa. 

(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa 

yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 
ADD; dan 

b. Laporan Pelaksanan Kegiatan, yang memuat realisasi 

penerirnaan dan realisasi belanja ADD. 

Pasal 19 

BAB VJ 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

(Sembilan Puluh Perseratus); dan 

2. Surat Pertanggungjawaban APB Desa Semester 

Tahun berjalan dalam bentuk Soft file {PDF). 

- 15 - 



pelaksanaan, 
pertanggungjawaban 

yang mencakup perencanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan 

APBDesa; 

b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; 

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: 

a. Memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa 

Pasal 25 

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan ADD. 

Pasal 24 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN ADD 

Penyaluran ADD dapat kembali dilaksanakan apabila: 
a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah 

diterima; dan 
b. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari 

APIP di Daerah. 

Pasal 23 

( 1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan setiap tahap 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan 

b. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

(APIP) Kabupaten Kolaka Utara. 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
disampaikan oleh APIP di Daerah dalam hal terdapat potensi 

a tau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ a tau 
penggunaan ADD. 

Pasal 22 

ay t (1) berupa penundaan penyaJuran ADD. 

- 16 - 



DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR l 

Diundangkan di Lasusua 
pada tanggal I£ ja.nuo.,i 'Z..J'Z. 3 

,- .. ~ ARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, 

L 

Ditetapkan di Lasusua 
pada tanggal t 6 janua.ri c.crz.3 

UPATI KOLAKA UTA.RA, 

' 

PARAr KOORDINASI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. 

Pasal 26 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi ADD; dan 

d. Pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan 

olch Aparat Pengawas Internal Pcmcrintah {APlP) dan 

pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

- 17 - 
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